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ABSTRAK

Penelitian ini dilandasi pada permasalahan hukum bisnis yang semakin meluas, dampak dari
permasalahan itu kerap kali menggangu kepentingan hak subjek hukum lainnya. Keberadaan
Undang-Undang  Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang dianggap belum
mampu unttuk mengatasi seluruh permasalahan bisnis yang semakin kompleks. Adapun Tujuan
dalam penulisan skripsi ini yaitu untuk menelaah pertimbangan hakim dalam mengbulkan gugatan
actio pauliana, akibat hukum yang dirasakan oleh pihak yang bersangkutan atas putusan tersebut,
serta perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap pihak ketiga yang terdampak pada
pengabulan gugatn actio pauliana. Adapun metode yang diaplikasikan dalam penelitian ini yaitu
metode hukum normatif dengan berlandaskan pada pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan kenseptual. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam
menolak permohonan kasasi dan mengabuikan gugatan actio pauliana memiliki kesesuaian antara
fakta dan dasar hukum yang diajukan. Pengabulan gugatan actio pauliana itu berdampak baik pada
penggugat ataupun tergugat, yang secara fundamental berakibat pada batalnya perjanjian jual beli
yang telah terlaksana antara debitur dan pihak ketiga, serta keharusan untuk mengembalikan kelima
aset berupa tanah dan bangunan yang teiah menjadi objek perjanjian jual beli antara kedua belah
pihak tersebut. Ketika Pibak ketiga dalam perjanjian jual beli dianggap beritikad baik, maka pihak
texsebut akan mendapatkan perlindungan baik secara preventif ataupun represif. Secara preventif
perlindungan itu diberikan berupa penghormatan atas objek yang telah berpindah terhadap pihak
ketiga, sementara perlindungan secara represif dapat berupa nominal pengganti atas aset yang telah
dikembalikan, dan jika aset tidak mencukupi untuk membayar nominal pengganti, maka pibak
ketiga berhak untuk masuk sebagai kreditor konruen.

Kata Kunci: Kepailitan, Gugatan Actio Pauliana, Pihak Ketiga
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu instrument yang ditujukan untuk mengatur hak dan
kewajiban antar subjek hukum dalam kehidupan sosial, agar tidak saling tumpang
tindih antara satu dan yang lainnya. Keberadaan suatu hukum pada umumnya
mengatur hampir pada seluruh lini kehidupan, tanpa terkecuali hubungan privat
antara subjek hukum.! Hubungan privat antara subjek hukum pada umumnya
dinaungi oleh keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.? Pada KUHPerdata, hubungan
hukum antar subjek hukum itu diatur dalam Buku Il tentang Perikatan.® Dalam
konsep hukum perikatan setidaknya ada 2(dua) pihak yang harus tersedia, satu
pihak berkewajiban memenuhi suatu prestasi dan pihak lain memiliki hak untuk
menuntut pemenuhan atas suatu prestasi tersebut.*

Dalam praktiknya tidak semua perjanjian itu terlaksana sebagaimana mestinya,

banyak para pihak yang merupakan debitur melakukan wanprestasi atau inkar janji

! Aisfah Elsa Nurahma Lubis dan Farhan Dwi Fahmi, Pengenalan dan Definisi Hukum
Secara Umum (Literature Reiew), JIMT: Jurnal Ilmu Terapan Manajemen Terapan, Vol. 2, No. 6,
2021, hal. 769.

2 Sudikno Martokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 2009,
hal. 2.

3 Enju Juanda, Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan
konsumen, Jurnal Ilmiah: Galuh Justisi, Vol. 9, No. 2, 2021, hal. 274

4 Kristiane Paendong dan Herts Taunaumang, Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan
dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata, Jurnal Hukum : Lex Privatum, Vol, 10, No. 3, 2022,
hal. 4.



dalam memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan.® Akibat hukum dari adanya
wanprestasi diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdata yang menyatakan bahwa debitur
harus memberikan penggantian biaya kerugian, dan bunga dalam kondisi debitur
tidak mampu memenuhi kewajibannya.®

Dalam dunia bisnis jika debitur tidak mampu melunasi kewajibannya berupa
pembayaran utang, terdapat suatu mekanisme penyelesaian sengketa agar
terlaksananya pembayaran utang kepada kreditor, yaitu dengan kepailitan dan
penundaan kewajiban pembayaran utang.” Hal ini dapat terjadi dengan catatan
bahwa debitur memiliki dua atau lebih kreditor, serta setidaknya memiliki satu
piutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.®

Pailit atau dalam Bahasa Inggris disebut Bankrupt, merupakan suatu kondisi
mogoknya pembayaran atau tersendatnya pembayaran piutang oleh debitur.®
Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan),

menyatakan bahwa :1° “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur

5 Mataniara Diana Teresa Naiborhu, Edi Wajuni, Rhama Wisnu Wardhana, Keabsahan
Perjanjian Tidak Tertuis Dalam Arisan Online (Studi Putusan Nomot.106/Pdt.G/2017/PN PIk),
Jurnal Ilmu kenotariatan, Vol. 2, No. 2, 2021, hal. 57.

® N. Yunita Sugiastuti, Ganti Rugi Akibat Wanprestasi (Perbandingan Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata Indonesia Dan Civil Code Of The Netherlands), Jurnal Hukum PRIORIS,
Vol. 8, No. 2. 2020, hal. 224.

" Rai Mantili dan Putu Eka Trisna Dewi, Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang
(PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan, Aktual Justice: Jurnal Ilmiah
Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurai Rai, Vol. 6, No. 1, 2021, hal. 12.

8 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang.

® Stardo R. L. Mait, Wulanmas A. P. G. Frederik, Dani R. Pinasang, Urgensi Penormaan
Prinsip Commercial Exit From Financial Distress Dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia,
INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Vol. 3, No. 5, 2023, hal.6.

10 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang.



Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah

pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Secara mekanisme, setelah putusan pailit dibacakan hakim akan menunjuk
kurator dan hakim pengawas yang bertugas menangani eksekusi terhadap putusan
tersebut. Keberadaan kurator ditujukan sebagai pihak yang berwenang mengelola
aset debitur pailit demi membayar pelunasan utang kepada para kreditur.* Dalam
hukum kepailitan dikenal suatu prinsip yang disebut structured creditors, yaitu
prinsip yang mengelompokkan beberapa jenis kreditur berdasarkan tingkat
prioritasnya. Pembagian kreditur ini dikategorikan kedalam beberapa jenis yang
masing-masing dari kreditur memiliki perbedaan kedudukan akan hak dari
pelunasan utang.*? Pengelompokan debitur dalam hukum kepailitan pada umumnya
dibagi kedalam 3 jenis yaitu; pertama kreditor separatis, dalam kedudukannya
kreditor separatis merupakan kreditor yang mempunyai hak jaminan, dan
memungkinkanya untuk dapat bertindak secara mandiri mengelola serta
mengeksekusi asetnya meskipun debitur tengah dalam keadaan pailit. Kedua
kreditor preferen, secara kedudukan kreditor ini merupakan kreditor prioritas yang
memiliki kesempatan akan pemenuhan hak pembayaran piutang terlebih dahulu

dibanding kreditor lainnya. Ketiga kreditor konkuren, yaitu kreditor yang memiliki

UHukum Online: Profesi Kurator dalam  Kepailitan, Diakses melalaui
https://www.hukumonline.com/berita/a/profesi-kurator-dalam-kepailitan-1t630c96£589¢98, pada 21
September 2024, Pukul 13.00 WIB.

12 Arijna Nurin Sofia, Kedudukan Hak Suara Kreditor Preferen dalam Persetujuan Rencana
Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU), Jurist Diction: Jurnal universitas
Airlangga, Vol. 3, No. 4, 2020, hal. 1420.
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hak akan pelunasan piutang paling akhir setelah setelah kreditor preferen dan
separatis.t3

Pada hakikatnya kepailitan dilaksanakan dengan maksud untuk melindungi hak
kreditur berupa pelunasan pembayaran utang, bahkan secara tidak langung hukum
kepailitan juga melindungi debitur dari kewajiban akan pembayaran utang yang
berkepanjangan, sekaligus membatasi ruang lingkup dari pembayaran utang
tersebut.’* Konsep pembayaran utang dalam kepailitan menggunakan asas pari
passu prorata parte yaitu dengan membagi hasil likuidasi aset secara proporsional
berdasarkan besaran jumlah utang, sehingga masing-masing pihak tetap
mendapatkan pembayaran meskipun tidak sepenuhnya.®

Dalam proses likuidasi aset debitur pailit, jika terdapat suatu kondisi dimana
kurator menggangap adanya tindakan hukum debitur yang disinyalir beritikad tidak
baik, dengan melakukan pengalihan aset berupa hak kebendaan sesaat sebelum
utang tersebut jatuh tempo dan diputuskannya perkara kepailitan, maka kurator
dapat mengajukan gugatan actio pauliana kepada pengadilan niaga yang ditujukan

untuk melindungi kepentingan kreditur.'® Meskipun kata “actio pauliana” tidak

13 Dr. M. Hadi Shubhan., SH., MH M.Si, Hukum Kepailitan, Penada Media, Jakarta , 2021,
hal 32.

14 Serlika Aprita dan Rio Adhitya, Penerapan “Asas Keadilan” Dalam Hukum Kepailitan
Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Debitur, Jurnal Hukum:Media Bhakti, Vol. 13, No.
1, 2019, hal 49.

15 Prayogo Hindrawan, et.al, Tanggung Jawab Kurator Dalam Menerapkan Asas Pari Passu
Prorata Parte dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Jurnal Hukum:Locus Journal Of
Academic Literature Review, Vol. 2, No. 8, 2023, hal. 722.

16 Andriani Nurdin, Masalah Seputar Actio Pauliana , Dalam : Emmy Yuhassarie.,
Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum, Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum, 2004, hal
263.



ditulis secara tegas baik dalam KUHPerdata, namun ketentuan ini terkandung
dalam Pasal 1341 KUHPerdata, yang menyatakan:*’

“Meskipun demikian, kreditur boleh mengajukan tidak berlakunya segala
tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur, dengan nama apa
pun juga yang merugikan kreditur; asal dibuktikan bahwa ketika tindakan
tersebut dilakukan, debitur dan orang yang dengannya atau untuknya debitur
itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi
para kreditur.”

Gugatan Actio Pauliana ini juga diperjelas dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang yang menyatakan:*8

“Untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan

pembatalan segala perbuatan hukum Debitur yang telah dinyatakan pailit yang

merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pailit
diucapkan.”

Tindakan Actio Pauliana yang diajukan oleh kurator tentu dapat berakibat
pada keterlibatan pihak ketiga yang telah melakukan transaksi atau perpindahan
aset dari debitur. Hal ini berujung pada aset hasil transaksi antara debitur dan pihak
ketiga yang harus dikembalikan sebagai bagian dari harta (boedel) pailit guna
membayar utang debitur terhadap kreditur sebagaimana ketentuan yang termaktub
dalam Pasal 49 ayat (1) UU kepailitan.*®

Pada umumnya, keberadaan aset pihak ketiga yang berasal dari hasil transaksi
dengan debitur yang menjadi objek dari gugaatan actio pauliana dapat saja

dilindungi oleh ketentuan Pasal 49 ayat (3) UU PKPU, dimana dalam ketentuan

17 Pasal 1341 KUHPerdata.

18 Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang.

19 Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang.



tersebut menegaskan bahwa pihak ketiga memiliki hak terhadap benda sebagai hasil
dari transaksi dengan debitur, manakala dalam perjanjian tersebut dilaksanakan
dengan itikad yang baik.

Dalam kondisi hakim beranggapan bahwa adanya itikad yang tidak baik dalam
transaksi perpindahan aset tersebut, maka pihak ketiga harus mengembalikan aset
kepada kurator sebagai bagian dari harta pailit debitur.?* Tindakan ini tentu dapat
menimbulkan suatu permasalahan hukum baru berupa kerugian terhadap pihak
ketiga karena batalnya perjanjian yang telah terlaksana. Terlebih amar putusan
pengadilan yang tidak memberikan kejelasan terkait nilai pengganti atas aset yang
telah dikembalikan, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan terciderainya
hak pihak ketiga selaku pembeli dari aset tersebut. Hal ini sebagaimana yang terjadi
dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1085 K/Pdt.Sus-Pailit 2019 Nomor 1085
K/Pdt.Sus-Pailit 2019.

Perkara ini bermula saat Debitur yaitu PT Jabatex (yang saat ini dalam keadaan
pailit) melakukan transaksi jual beli terhadap PT Bank Panin berupa aset tanah
dan bangunan dengan bukti sertifikat hak guna bangunana Nomor 1256/Cibodas,
serta bukti kepemilikan SHGB Nomor 8/Jatiuwung, aset tanah dengan Sertifikat
hak guna bangunan Nomor 31/Gandasari aset tanah dan bangunan dengan bukti
kepemilikan SHGB Nomor 117/Uwung Jaya, dan aset tanah dan bangunan dengan

bukti kepemilikan SHGB Nomor 118/Uwung Jaya.

20 Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang.

21 Aida Nur Hasanah, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Gugatan Actio Pauliana,
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam, Vol. 9, No. 2, 2022, hal. 27.



Transaksi ini terjadi pada tanggal 10 September 2018 yang disertai dengan akta
jual beli Nomor 41/2018. Di lain sisi, PT Jabatex berdasarkan putusan perkara
PKPU Nomor 119/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Jkt.Pdt, pada tanggal 25 Oktober
2018 PT Jabatex secara sah telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukum
yang menyertainya. Menanggapi hal tersebut, Domu Wellin dan Anna Lydia Yusuf
selaku Tim Kurator yang ditunjuk oleh pengadilan, menganggap bahwa transaksi
yang dilakukan oleh debitur dan pihak ketiga merupakan suatu tindak yang
dilakukan dengan itikad buruk atau tidak baik. Kemudian atas hal tersebut, kurator
mengajukan gugatan actio pauliana kepada pegadilan terhadap aset yang menjadi
objek transaksi tersebut agar menjadi harta debitur pailit.? Hal ini bertujuan untuk
melindungi hak kreditur berupa pembayaran utang yang dihasilkan dari pencairan
aset debitur tersebut.

Berdasarkan gugatan tersebut, majelis hakim memutuskan untuk menerima
gugatan kurator dan menganggap bahwa transaksi yang dilakukan dinyatakan batal
demi hukum. Hal ini berakibat pada keharusan PT Bank Panin  untuk
mengembalikan aset jual beli tanah yang telah dimilikinya kepada kurator.
Hadirnya putusan tersebut secara umum ditujukan untuk memberikan keadilan bagi
kreditur, agar terpenuhinya hak atas pembayaran utang debitur. Namun di lain sisi,
dampak yang dihasilkan dari putusan tersebut menimbulkan adanya suatu indikasi
kerugian yang dialami pihak ketiga berupa batalnya perjanjian yang dilakukan,
terlebih mereka menggangap bahwa perjanjian jual beli aset yang dilakukanya telah

beritikad baik sebagaimana mestinya. Fenomena ini juga diperparah dengan

22 Pytusan Pengadilan Niaga Negeri Jakarta Pusat Pusat Nomor 1085 K/Pdt.Sus-Pailit
2019.



ketidapastian putusan pengadilan, dalam memberikan kejelasan terkait nilai
pengganti atas aset yang telah dikembalikan. Tentunya hal ini dapat berakibat pada
timbulnya ketidakpastian hukum dan terciderainya hak pihak ketiga.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, meskipun putusan pengadilan
memberikan keadilan bagi kreditur, namun perlindungan hukum akan hak pihak
ketiga tetap harus dijaga. Maka perlu untuk diteliti lebih kompherensif terkait
bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap aset pihak ketiga
perihal dikabulkannya gugatan actio pauliana, yang disusun dalam bentuk Skripsi
yang Dberjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Perihal
Dikabulkannya Gugatan Actio Pauliana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor

1085 K/Pdt.Sus-Pailit 2019)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor
1085 K/Pdt.Sus-Pailit 2019 Nomor 1085 K/Pdt.Sus-Pailit 2019 yang
mengabulkan gugatan Actio Pauliana?

2. Bagaimana akibat hukum atas Putusan Mahkamah  Agung
Nomorl085K/Pdt. Sus-Pailit 2019 yang mengabulkan gugatan Actio
Pauliana terhadap Pihak Ketiga?

3. Bagaimana Upaya Hukum yang dapat dilakukan Pihak Ketiga dalam

melindungi haknya atas dikabulkannya gugatan Actio Pauliana ?



C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam
mengabulkan gugatan Actio Pauliana dalam perkara kepailitan Nomor 1085
K/Pdt.Sus-Pailit 2019 Nomor 1085 K/Pdt.Sus-Pailit 2019 yang
mengabulkan gugatan Actio Pauliana.

2. Untuk Mengetahui akibat hukum terhadap pihak ketiga atas Putusan
Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan Actio Pauliana pada perkara
kepailitan Nomor 1085 K/Pdt.Sus-Pailit 2019 Nomor 1085 K/Pdt.Sus-Pailit
2019.

3. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan Pihak Ketiga dalam

melindungi haknya atas dikabulkannya gugatan Actio Pauliana.

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan hukum
yang berguna untuk menunjang proses belajar mengajar sehingga
mengetahui  ketentuan pemberlakuan actio pauliana di Indonesia, serta
sebagai dasar wawasan dan acuan bagi insan akademisi guna
mengembangkan penelitian lanjutan khususnya terkait akibat dan upaya
hukum Pihak Ketiga perihal dikabulkannya gugatan Actio Pauliana oleh

pengadilan niaga.
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2. Manfaat Praktis
a. Bagi Debitur
Penelitian ini  diharapakan mampu memberikan sumbangsih
pemikiran dan wawasan terhadap debitur mengenai jalannya proses
kepailitan, terkhusus pada kepemilikan aset pihak ketiga yang dianggap
sebagai boedel pailit hasil dari transaksi antara pihak ketiga dan debitur
dalam gugatan actio pauliana.

b. Bagi Kreditur

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai wawasan dan edukasi
bagi kreditur mengenai permasalahan akan kedudukan aset pihak ketiga
sebagai hasil dari transasksi bersama debitur pailit, yang mana hal ini
dianggap oleh kurator sebagai bagian dari harta debitur pailit sehingga
perlu untuk diekseskusi demi melindungi hak kepentingan kreditur.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapakan menjadi wawasan dan edukasi bagi
masyarakat mengenai pentingnya memahami ketentuan actio pauliana
di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi edukasi bagi
masyarakat bahwa dalam hukum kepailitan pihak ketiga tetap memiliki
hak yang harus dilindungi meskipun dalam gugatan actio pauliana
pemohon dikabulkan oleh hakim.

d. Bagi Hakim
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru bagi

hakim perihal upaya perlindungan hukum terhadap pihak ketiga



11

terutama kejelasan akan penggantian biaya terhadap batalnya perjanjian

yang telah dilakukan oleh pihak ketiga.

E. Ruang Lingkup
Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk menjelaskan terkait batasan topik
permasalahan yang akan dikaji dan dianalisis pada penelitian ini. Hal ini ditujukan
agar jalannya analisis bahan dan isu hukum tidak melampaui dari topik
permasalahan yang telah ditentukan. Adapun yang menjadi cakupan ruang lingkup
dalam penelitian ini adalah permasalahan mengenai pertimbangan hakim dalam
mengabulkan gugatan actio pauliana, akibat hukum terhadap pihak ketiga atas
dikabulkannya gugatan actio pauliana dan upaya perlindungan hukum terhadap
aset pihak ketiga perihal dikabulkannya gugatan actio pauliana pada putusan
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1085 K/Pdt.Sus-Pailit 2019 Nomor 1085
K/Pdt.Sus-Pailit 2019. Adapun Peraturan perundang-Undangan yang diterapkan
dalam mengkaji permasalahan ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-
Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang. Penelitian ini memuat perbedaaan susbstansi daripada
penelitian terdahulu seperti:
1. Artikel “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Dalam Actio
Pauliana” oleh Albertus Hansen Setya Budi (2023), yang hanya berfokus
pada perlindungan hukum yang diperoleh oleh pihak ketiga perihal

dikabulkannya gugatan actio pauliana dalam ranah pengadilan tingkat



12

pertama tanpa memuat substansi lebih lanjut mengenai akibat hukum yang
dirasakan oleh kedua belah pihak, lebih daripada itu penelitian ini hanya
berfokus pada putusan tingkat pertama dan tidak memuat bahasan pada
tingkat kasasi.

2. Artikel “Penerapan Asas Actio Pauliana Kepailitan Dan Perlindungan
Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik (Studi Kasus Putusan
Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Idm” (2023), artikel ini memuat bahasan
mengenai unsur gugatan actio pauliana , perlindungan hukum dan akibat
hukum namun tidak terfokus pada poin pertimbangan hakim dalam
mengabulkan suatu gugatan actio pauliana.

3. Artikel “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Naturelijke Persoon)
Berkaitan Dengan Adanya Actio Pauliana Dalam Hukum Kepailitan”
(2024), hanya berfokus pada konsep perlindungan hukum secara umum
tanpa membahas akibat serta poin pertimbangan hakim dalam memutuskan

suatu perkara gugatan actio pauliana.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Metode penelitian yang diaplikasikan dalam penelitian ini yaitu yuridis
normatif, suatu metode yang memanfaatkan instrument hukum, prinsip, asas,

maupun doktrin hukum dengan berpatokan pada metode deduktif sebagai dasar
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primer dan metode induktif sebagai penunjang dalam menjawab isu hukum

yang dibahas dalam penelitian.??

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian berjenis yuridis normatif ini menggunakan
beberapa macam pendekatan, adapaun pendekatan yang dipakai dalam
penelitian ini yaitu:

1) Pendekatan Undang-Undang (Status Approarch)

Pendekatan yuridis atau peraturan perundang-undangan dilakukan
dengan mengkaji keseluruhan instrumen hukum berupa undang-undang
serta aturan yang memiliki korelasi dengan objek penelitian. Pendekatan
Peraturan perundang-undangan ini membuka peluang untuk menilai adakah
kestabilan dan keselarasan antara peraturan perundang-undangan yang
tengah dikaji.

2) Pendekatan Konseptual(Conceptual approach)

Pada umumnya pendekatan ini diaplikasikan tatkala belum adanya
aturan hukum yang jelas untuk mengatasi permasalahan yang ada,
pendekatan ini berawal dari doktrin yang berkembang dalam ajaran ilmu
hukum, hingga menghasilkan beragam pengertian hukum serta asas ilmu

hukum yang berkesinambungan terhadap permasalahan yang tengah dikaji.

2 Johny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing,
Malang, 2018, hal. 302.
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3. Jenis Penelitian

Bahan penelitian yang diterapkan untuk mengkaji isu hukum pada
penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder.?* Dalam penelitian normatif, data yang diterapkan berupa data
sekunder yaitu data yang dihasilkan tidak secara langsung yang terdiri dari
bahan hukum primer, sekunder hingga tersier yang menjadi acuan untuk
menyelesaikan isu hukum yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian.?®

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang didapatkan

dengan menghimpun peraturan perundang-undangan yang berkorelasi

dengan isu hukum yang diteliti. Bahan hukum primer itu terdiri dari:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Khusunya pada Buku
Ketiga tentang Perikatan;

2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4443; dan

3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

24 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, RajawaliPers,
Jakarta, hal. 166.
% [bid
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b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sejatinya berfungsi untuk menopang dan
memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer. Bahan
hukum sekunder yang diterapkan dalam penelitian ini berupa doktrin yang
berasal dari buku, karya tulis ilmiah, artikel hukum dan sumber lain yang
telah terverifikasi untuk mendukung penelitian ini.?®
c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum lanjutan yang dapat
memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan

sekunder, seperti halnya kamus besar bahasa Indoesia.?’

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini berupa studi
pustaka dengan mengumpulkan sumber atau bahan hukum yang telah memiliki
suatu wujud karya tertulis yang berkorelasi dengan permaslahan yang dibahas
pada objek penelitian. Dalam penulisan ini, penulis mencoba untuk
mengumpulkan  bahan-bahan hukum yang berkorelasi dengan bahasan
mengenai kepailitan dan gugatan actio pauliana, hal ini dimulai dari
pengumpulan bahan hukum primer yang secara substansial memiliki
keterkaitan dengan perkara kepailitan dan actio pauliana seperti KUHPer,

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta

% Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hal.318.

Z'Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan
Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 23.
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Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman.?® Selanjutnya, penulis akan
beralih pada pengumpulan bahan hukum sekunder yang dapat bersumber dari
buku ataupun karya tulis ilmiah yang membahas kepailitan dan actio pauliana
terkhusus pada perlindungan hukum dan akibat hukum terhadap pihak ketiga.
Kemudian yang terakhir, penulis akan mengumpulkan bahan hukum tersier
yang bersumber dari kamus besar bahasa Indonesia guna memberikan
penjelasan yang utuh mengenai suatu frasa yang berkaitan dengan kepailitan

dan actio pauliana.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan
cara kualitatif, yaitu suatu penelitian yang berorientasi pada norma hukum yang
terkandung dalam suatu instrumen hukum baik berwujud peraturan perundang-
undangan, yurisprudensi ataupun norma- sosial yang hidup di masyarakat.?®
Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menganalisis bahan hukum yang
telah tersedia mulai dari norma hukum, artikel ilmiah dan kamus besar bahasa
indonesia yang memiliki kaitan dengan kepailitan dan actio pauliana.
Kemudian bahan hukum tersebut akan dimuat dalam bentuk narasi dengan
menyesuaikan pada topik bahasan yang berkaitan dengan pembahasan

mengenai kepailitan dan actio pauliana.

2 Amirudin Dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2014 hal. 18.
2 Op.Cit., Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, hal 183.
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6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik pengambilan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan cara
deduktif, yaitu suatu cara yang didahului oleh komponen yang bersifat umum
kemudian merujuk pada kesimpulan komponen yang bersifat khusus.*® Dalam
penelitian ini pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menguraikan hal
dasar seperti pengertian, syarat, konsep, dan lain sebagainya mengenai
kepailitan terkhusus pada pertimbangan hakim, akibat hukum dan perlindungan
hukum pihak ketiga perihal dikabulkannya gugatan actio pauliana. Kemudian
dilanjutkan dengan uraian yang lebih mendalam serta berfokus pada studi kasus

yang tengah dibahas.

% Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 177.
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